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ABSTRAK 

Munculnya perkembangan teknologi digital pada sektor pemerintahan memunculkan 

trasformasi pelayanan public pada pemerintah melalui elektronik atau e-government. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan e-government melalui 

website SIPANJIMAS sebagai pelayanan perizinan online.Website SIPANJIMAS merupakan 

singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Banyumas. Website ini dimiliki oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan 

pelayanan public kepada masyarakat terkait hal perizinan. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam tahapan e-government serta kualitas 

pelayanan publik digital yang diberikan oleh DPMPTSP. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang diolah kemudian dinarasikan 

sesuai dengan penilaian peneliti. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan e-

government yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah melalui beberapa tahapan yaitu tahap 

publish, tahap interaksi dan tahap transaksi akan tetapi tahap ketiga yaitu transaksi, pada 

website SIPANJIMAS tidak adanya transaksi dilakukan di karenkan karena dari 31 perizinan 

yang melakukan pembayaran hanya 3 perijinan sehingga belum bisa dijadikan sebagai tahap 

transaksi. 

Kata Kunci : e-government; kualitas; pelayanan publik 

ABSTRACT 

The emergence of digital technology developments in the government sector has given rise to 

the transformation of public services in government through electronics or e-government. 

Department of Investment and One Stop Integrated Services in implementing e-government 

through the SIPANJIMAS website as an online licensing service.The SIPANJIMAS website is 

an abbreviation of the Banyumas Licensing Services Information System. This website is owned 

by the Department of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) to provide 

public services to the community regarding licensing matters. The method used is a descriptive 

qualitative approach by deepening the stages of e-government and the quality of digital public 

services provided by DPMPTSP. Data collection techniques are carried out through primary 

data sources and secondary data sources which are processed and then narrated according to 

the researcher's assessment. The results of the research show that the implementation of e-

government carried out by DPMPTSP has gone through several stages, namely the publish 

stage, interaction stage and transaction stage, but the third stage, namely transactions, on the 

SIPANJIMAS website there are no transactions carried out because of the 31 permits, only 3 

permits so it cannot be used as a transaction stage. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan digital yang sangat pesat 

pada saat ini dirasakan kegunaan dan 

manfaatnya oleh semua manusia. 

Perubahan pada diri manusia dalam proses 

kerja fundamental merupakan suatu ciri 

dari adanya revolusi industri, dengan 

kemajuan teknologi manusia dapat 

mengintegrasikan kehidupan dunia dengan 

kehidupan digital dan sangat berdampak 

pada semua disiplin ilmu. Teknologi digital 

pada akhirnya memunculkan adanya 

industry 4.0 yang menyebabkan kemajuan 

dari segi informasi ataupun komunikasi 

yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang, termasuk diantaranya dalam bidang 

pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi ini sebagai penghubung antara 

pemerintah dengan masyarakat ataupun 

pihak lain yang memiliki kepentingan 

(stakeholder) yang melibatkan pada 

pengguna teknologi informasi (internet) 

dan memiliki tujuan untuk memperbaiki 

mutu (kualitas) pelayanan publik agar lebih 

efektif, efisien maupun terbuka (Indrajit, 

Rudianto, & Zainuddin, 2005).  

Pelayanan publik adalah bentuk 

pemberian layanan yang dapat berbentuk 

layanan barang ataupun layanan jasa publik 

sebagai tanggung jawab dan dijalankan 

oleh instansi pemerintah pusat, daerah 

ataupun Badan Usaha Miliki Negara 

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) sebagai pemenuhan segala 

kebutuhan masyarakat (Ratminto & 

Winarsih, 2007). Undang-Undang yang 

terkait pada pelayanan publik yaitu 

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

Penerapan e-government yang telah 

dilakukan dan dijalankan pelaksanaannya 

yaitu adanya pembuatan situs website 

terutama pada dinas-dinas pemerintah yang 

memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat secara langsung. Adanya situs 

website ini menjadi salah satu strategi di 

dalam pengembangan e-governmet secara 

perlahan yang nantinya dapat memudahkan 

masyarakat dalam melakukan pelayanan 

publik digital ini. Selain itu adanya situs 

website ini mampu menjadikan pelayanan 

menjadi cepat dan lebih efisien sehingga 

dapat membantu masyarakat di dalam 

melakukan segala pemenuhan 

kebutuhannya 

Salah satu dinas di Pemkab Banyumas 

yang telah melakukan pelayanan berbasis 

digital atau E-Government adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP 

merupakan dinas di Pemkab Banyumas 

yang memiliki tugas untuk membantu 

Bupati dalam urusan pemerintah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan satu pintu 

dengan menyelenggarakan pelayanan 

administasi di bidang perizinan. DPMPTSP 

melakukan cara di dalam meningkatkan 

pelayanan public melalui e-government 

dengan mendirikan Mal Pelayanan Publik 

sebagai cara di dalam membantu 

masyarakat menyelesaikan terkait masalah 

perizinan 

Sebelumnya, DPMPTSP melakukan 

pelayanan perizinan secara offline dengan 

mengunjungi Mal Pelayanan Publik. Akan 

tetapi, dengan seiring berjalannya waktu 

yang memunculkan adanya e-govermnent 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik serta 

PERBUP PemKab Banyumas ini maka 

pelayanan yang diberikan mengalami 

perubahan yang signifikan. Perubahan yang 

dimaksud adalah pada segi pelayanan yang 

diberikan pada DPMPTSP dengan cara 

digital. Pelayanan digital melalui internet 

dianggap lebih memudahkan masyarakat di 

dalam melakukan pelayanan perizinan, 

masyarakat bisa dengan mudah dan cepat 



melakukan pelayanan hanya dengan 

menggunakan handphone maupun laptop 

dan tidak harus datang langsung ke kantor 

lagi.  

Kondisi inilah yang membuat 

DPMPTSP melalui DINKOMINFO dalam 

membuat adanya website terkait perizinan 

dengan nama Web Sipanjimas. Pada 

website ini diharapkan masyarakat dengan 

mudah mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Berikut merupakan tabel 

jumlah pengunjung pada Web Sipanjimas 

tahun 2020-2022. 

KERANGKA TEORI  

1. E-Government 
E-government merupakan 

pemakaian teknologi informasi yang 

mampu mengubungan antara 

pemerintah, bisnis serta pihak-pihak 

lain. Selain itu pemakaian teknologi 

informasi juga memunculkan adanya 

hubungan baru menurut (Indrajit R. E., 

2002) yaitu :  

1. Government to Citizens (G-to-C) 

Pada konteks ini terdapat sebuah 

aplikasi e-government sebagai upaya 

pemerintah dalam membangun serta 

menerapkan segala bentuk portofolio 

teknologi informasi yang memiliki 

tujuan utama agar mampu memperbaiki 

hubungan interaksi dengan 

masyarakat.G-to-C ini adalah pelayanan 

yang mengutamakan kemampuan 

pemerintah maupun masyarakat untuk 

memanfaatkan internet sebagai tempat 

bertukar informasi yang efisien. 

2. Government to Business (G-to-B) 

Pada konteks ini para perusahan 

swasta ataupun pelaku bisnis pastinya 

membutuhkan sebuah data serta 

informasi yang dimiliki pemerintah pada 

aktivitas sehari-harinya. G-to-B ini 

membuat hubungan baru pemerintah 

dengan pelaku bisnis sehingga terjalin 

sebuah interaksi yang berkaitan dengan 

hak ataupun kewajiban organisasinya 

yang berorientasi pada profit. G-to-B ini 

yang dimaksudkan adalah peyedia 

pelayanan informasi untuk kalangan bisnis. 

 

3.Government to Government (G-to-G) 

Pada konteks ini yaitu interaksi antara 

pemerintah dengan pemerintah lain yang 

dilakukan pada setiap harinya untuk 

membangun adanya kerjasama antar negara 

maupun kerjasama antar entity-entiti 

negara (industry, masyarakat, perusahaan, 

dan lain lain) hal ini berhubungan dengan 

proses politik, administrasi perdagangan, 

serta hubungan social dan budaya. 

4.Government to Employees (G-to-E)  

Pada konteks ini terdapat sebuah 

aplikasi e-government untuk peningkatan 

kesejahterahan serta kinerja para pegawai 

pemerintah yang bekerja pada instansi 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat. 

Perlu adanya pengembangan e-

government agar dapat di terima oleh 

masyarakat. Menurut hasil kajian dan riset 

dari Harvard JFK School of Government 

(Indrajit, 2004) untuk menerapkan adanya 

konsep digitalisasi pada sektor public, 

terdapat tiga elemen sukses yang perlu 

diperhatikan. Elemen sukses tersebut yaitu: 

1.Support  

Hal ini merupakan unsur paling 

penting yang wajib ada pada pemerintah 

yaitu dengan adanya kemauan untuk 

menerapkan adanya e-government dari 

kalangan pejabat public dan politik dan 

bukan hanya sekedar mengikuti trend atau 

menentang dari hal yang berhubungan 

dengan prinsip-prinsip e-govenerment.  

2.Capacity 

Capacity adalah sumber daya yang 

dibutuhkan untuk pengembangan e-

government agar konsep yang telah dibuat 



dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga 

sumber daya yang harus dimiliki untuk 

pengembangan e-government yaitu:  

A. Tersedinya sumber daya finansial yang 

cukup untuk keberjalanan adanya e-

government. 

B. Tersedianya infrakstruktur teknologi 

informasi yang memadai. Karena ini 

merupakan hal yang penting untuk 

keberhasilan penerapan e-government. 

C.  Tersedianya sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan serta 

kompetensi yang menjadikan e-

government dappat bermanfaat bagi 

masyarakat luas.   

 

3.Value  

Pada konteks ini merupakan 

keuntungan yang didapatkan oleh 

pemerintah sebagai penyedia layanan serta 

masyarakat sebagai penerima layanan e-

government. Hal ini sebagai penentu 

seberapa besar manfaat yang telah 

diberikan lewat e-government kepada 

masyarakat sebagai penerima layanan.  

Menurut (Indrajit R. , 2006), terdapat 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar 

penerapan e-Government berjalan baik. 

Tahapan-tahapan meliputi :  

1. Publikasi (Publish) yaitu memanfaatkan 

adanya Teknologi Informasi Komputer 

(TIK) untuk memperluas informasi dari 

pemerintah. Dalam hal ini pemerintah 

melakukan adanya komunikasi satu arah 

kepada masyarakat dan pihak lain yang 

berkepentingan dengan memanfaatkan 

adanya internet. Informasi yang 

dikeluarkan pemerintah melalui internet itu 

nantinya dapat di akses oleh semua 

masyarakat serta pihak-pihak terkait dan 

dapat memudahkan masyarakat dalam 

menerima informasi tersebut. 

2.Interaksi (Interact) yaitu adanya 

partisipasi masyarakat di dalam 

pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah 

melakukan adanya komunikasi dua arah 

dengan masyarakat. Terdapat adanya dua 

cara di dalam pelayanan interaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan 

membuat situs dengan memberikan 

kemudahan adanya cara untuk searching 

yang dapat membuat masyarakat lebih 

mudah untuk mencari informasi apa yang 

ingin didapatkan. Selain itu, pemerintah 

membuat adanya kanal atau lapak aduan 

online untuk masyarakat melakukan adanya 

diskusi terkait dengan kendala ataupun 

kepentingan lainnya. Hal ini dapat 

dilakukan secara langsung  dengan cara 

melakukan adanya chatting, web-TV, 

Teleconference ataupun tidak langsung 

melalui e-mail, mailing list dan lain-lain.  

3. Transaksi (Transact) yaitu penyedia 

layanan pemerintah secara online. Dalam 

hal ini pemerintah melakukan adanya 

komunikasi dua arah dengan masyarakat 

secara online menggunakan aplikasi 

ataupun website untuk melakukan adanya 

pelayanan dengan adanya pertukaran uang 

dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya 

pada layanan pajak yang saat ini dilakukan 

secara online dengan pemerintah, 

masyarakat dapat lebih mudah membayar 

pajak secara online tanpa harus 

mengunjungi kantor pajak terlebih dahulu. 

Tahap ini merupakan tahapan diadakannya 

transaksi antara masyarakat dengan 

pemerintah secara online.  

2. Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut (Dwiyatno, 2006) 

menyebutkan bahwa kualitas pelayanan 

public merupakan kemampuan organisasi 

pelayanan public didalam memberikan 

sebuah pelayanan dengan tujuan untuk 

memuaskan para pengguna jasa baik 

melalui pelayanan teknis ataupun layanan 

administrasi. Sedangkan menurut 

(Hardiansyah, 2011) kualitas pelayanan 

publik adalah kondisi yang dinamis yang 

sangat berhubungan dengan jasa produk, 

manusia, proses lingkungan yang mana 

pada penilaian kualitasnya sangat 

ditentukan pada saat pemberian pelayanan 

publik tersebut.  

Terdapat adanya lima dimensi dalam 

menilai kualitas jasa atau pelayanan 



menurut Pararusman dan kawan-kawan 

(dalam (Tjiptono, 1994) yaitu:  

1. Tangibles, yaitu dilihat dari fasilitas 

fisik, peralatan personil serta bahan 

komunikasi. 

2. Realibility, yaitu kemampuan dalam 

memenuhi pelayanan yang janjikan 

secara terpercaya. 

3. Responsiveness, yaitu kemampuan 

didalam membantu pelangan serta 

menyediakan pelayanan secara tepat. 

4. Assurance, yaitu terkait dengan 

pengetahuan dari pegawai serta 

kemampuan mereka didalam 

menerima kepercayaan serta 

kerahasiaan. 

5. Emphathy, yaitu terkait perhatian 

individual diberikan dari perusahaan 

kepada para pelanggan. 

 

METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Subjek 

penelitian yang terkait dengan penelitian ini 

adalah orang-orang yang memiliki 

pengetahuan serta informasi terkait dengan 

penerapan website SIPANJIMAS oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk 

peningkatan kualitas pelayanan public di 

Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini 

menggunakan data primer yang nantinya 

diperoleh dari informan yang berada lokasi 

penelitian atau objek penelitian. Pada 

penelitian ini pengambilan data primer 

dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara dan observasi yang mendalam. 

Penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari mempelajari 

literature, studi pustaka atau sumber lain 

yang berkaitan. Teknik analisis data pada 

penelitian ini menggunakan model Miles 

dan Huberman. Analisis data kualitatif 

dilakukan secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

  

HASIL PENELITIAN  

1. Tahapan Dalam Penerapan Website 

SIPANJIMAS 

Publish 

Dalam tahapan penerapan e-government 

yang dikemukakan oleh Indrajit bahwa 

tahapan mengenai penerapan e-government 

yang dilakukan oleh pemerintah awalnya 

dengan mempublikasikan informasi kepada 

masyarakat serta kelompok yang 

berkepentingan dengan memberikan 

kemudahan di dalam menggunakan serta 

mencari informasi tersebut melalui internet. 

Hasil penelitian yang didapatkan terkait 

pada tahap publish dalam penerapan 

website SIPANJIMAS oleh DPMPTSP 

dalam peningkatan kualitas pelayanan 

public. melalui adanya website 

SIPANJIMAS ini sudah pada tahap publish. 

Hal ini dapat dilihat dari awal masyarakat 

mengakses website SIPANJIMAS dengan 

link https://perizinan.banyumaskab.go.id/ 

dapat dicari dengan mudah melalui internet. 

Situs Website SIPANJIMAS ini memuat 

informasi antara lain : 

1. Profil dan beberapa fitur yang dapat 

diakses oleh masyarakat yang terdiri 

dari manual book dan vidio tutorial, 

pengaduan, jumlah pengunjung dan 

validasi file TTE. 

2. Menu pelayanan yang terdiri dari 

pendaftaran perizinan, alur perizinan, 

persyaratan dan regulasi, cek tracking, 

ketepatan waktu dan SP&SOP 

3. Jenis pelayanan yang terdiri dari 

berbagai pelayanna yang dapat diakses 

pada website SIPANJIMAS 

4. Jumlah pendaftar. Hal ini digunakan 

untuk melihat jumlah masyarakat yang 

sedang melakukan proses perizinan. 

5. Website Kami, Kontak serta link 

website  

Dari berbagai informasi yang diberikan 



oleh DPMPTSP melalui website 

SIPANJIMAS dapat diakses oleh 

masyarakat yang berkepentingan melalui 

internet. Pada fitur manual book masih 

sulit untuk dimengerti oleh masyarakat 

dalam membantu proses perizinan. 

Kemudian terdapat adanya fitur jumlah 

pengunjung untuk melihat jumlah 

masyarakat yeng telah mengunjungi 

website SIPANJIMAS. Selanjutnya 

terdapat fitur validasi file TTE untuk 

memastikan bahwa file dokumen yang 

diberikan pada dinas itu merupakan file 

yang sah dengan adanya barcode tanda 

tangan online dari Kepala Dinas. 

Pada menu pelayanan terdapat berbagai 

informasi yang terdiri dari pendaftaran 

perizinan, alur perizinan, persyaratan dan 

regulasi, cek tracking, ketepatan waktu dan 

SP&SOP yang dapat digunakan oleh 

masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang diingkan. 

Pada jenis perizinan ini berisikan 31 

perizinan yang dapat dilakukan melalui 

website SIPANJIMAS meliputi perizinan 

kesehatan dan perizinan lainnya yaitu Izin 

Rekam Zona Menara, Izin Reklame, Izin 

Peminjaman Tanah Pemerintah Daerah, 

Izin Penelitian, Izin Minuman Beralkohol. 

Pada website Kami, Kontak serta link 

website berisikan berbagai website resmi 

yaitu DPMPTSP Banyumas, MPP 

Banyumas serta SIGAIB Banyumas. Dan 

opsi selanjutnya itu mengenai kontak, itu 

ada tiga melalui Alamat dinas, email, dan 

nomer telepon dinas. Hal tersebut 

dicantumkan untuk lebih memudahkan 

apabila dari masyarakat ingi berkomunikasi 

secara langsung kepada dinas dan tinggal 

pilih akan menggunakan apa muntuk 

menghubungi dinas terkait.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

informasi yang diberikan kepada 

masyarakat dapat dikatakan sudah 

memenuhi aspek kemanfaatannya secara 

efektif. Namun masih terdapat menu pada 

manual book yang bahasanya masih kurang 

dimengerti oleh masyarakat.. 

 

Interaksi  

Dalam penerapan e-government adanya 

sebuah interaksi kedua belah pihak  dari 

masyarakat maupun pemerintah 

merupakan hal yang harus ada di dalam e- 

government. Adanya interaksi dua arah ini 

untuk memberikan kesempatan bagi 

masyarakat berkontribusi secara langsung 

dengan cara ikut mengunakan serta 

memberikan masukan kepada pemerintah 

terkait kekurangan serta kendala yang 

dialami pada saat menggunakan website 

ini. DPMPTSP di dalam melakukan 

layanan publik berbasis perizinan melalui 

website SIPANJIMAS ini menjadi dinas 

pemerintah yang menerapkan adanya e-

government dengan masyarakat sebagai 

penerima layanan, pastinya dalam hal ini 

terjadi adanya interaksi dua arah.Hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa 

adanya komunikasi dua arah yang 

dilakukan oleh DPMPTSP mengunakan 

dua cara yaitu lewat adanya fitur 

pengaduan yang langsung terhubung pada 

“Lapak Aduan Banyumas” dan lewat 

kontak yang tertera pada website. 

Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh 

DPMPTSP dengan masyarakat pengguna 

website SIPANJIMAS ini terbilang dapat 

membantu masyarakat di dalam 

melakukan proses perizinan, karena bagi 

masyarakat yang telah melakukan 

pengaduan lewat WhatsApp ini proses 

perbaikan ataupun proses pengaduan 

direspon oleh dinas dengan tepat dan cepat 

tanpa perlu mengunjungi kantor dan 

melakukan adanya komunikasi dua arah 

secara online ini bagi masyarakat 

merupakan hal yang sangat praktis di 

dalam mendapatkan pelayanan publik yang 

baik. 

Transaksi  

Menurut (Indrajit R. , 2006) “tahap 

transaksi yaitu terjadinya perpindahan uang 

dari satu pihak kepada pihak lain (tidak 

gratis atau masyarakat diwajibkan 

membayar jasa pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah atau mitra kerja). Dalam 

hal ini aplikasi maupun website jauh lebih 



rumit dibandingkan pada dua tahap 

sebelumnya karena dibutuhkan adanya 

keamanan sistem yang baik agar di dalam 

melakukan sebuah perpindahan uang dapat 

berjalanan dengan aman serta menjaga 

adanya privasi dari berbagai pihak yang 

bertransaksi”. 

Dalam hal ini DPMPTSP melalui website 

SIPANJIMAS untuk pelayanan terkait 

berbagai macam perizinan tidak 

dipergunaan untuk melakukan adanya 

perpindahan uang ataupun transaksi dari 

masyarakat kepada pemerintah. DPMPTSP 

memberikan pelayanan secara gratis tanpa 

adanya pungutan biaya. Namun, di dalam 

proses perizinan yang disediakan pada 

website tersebut terdapat beberapa 

perizinan yang diwajibkan untuk 

membayar pajak kepada pemerintah. 

Beberapa perizinan yang membutuhkan 

pembayaran pajak pada website 

SIPANJIMAS yaitu perizinan reklame, 

perizinan penyewaan tanah pemerintah 

daerah (IPTPD) serta izin penjualan 

miniman beralkohol. Masyarakat awalnya 

tetap harus melakukan proses izin lewat 

website SIPANJIMAS namun setelah 

proses itu selesai nantinya dari pihak admin 

website SIPANJIMAS itu menghubungi 

masyarakat dan memberitahu terkait nomor 

registrasi yang digunakan untuk melakukan 

proses pembayaran pajak ke Bank Jateng. 

Dari wawancara yang telah dilakukan 

dengan pegawai DPMPTSP ini bahwa 

terkait transaksi yang dilakukan oleh 

masyarakat ini bahwa adanya peran pada 

bidang keuangan untuk memproses nomer 

registrasi masyarakat agar dapat melakukan 

pembayaran kepada Bank Jateng. Untuk 

mendapatkan adanya SK perizinan yang 

telah diproses oleh masyarakat ini, 

masyarakat bisa mengambilnya langsung 

pada admin di Mal Pelayanan Publik 

disertakan bukti pembayaran yang telah 

dibayarkan melalui Bank Jateng. 

Dari 31 jenis perizinan yang dapat 

dilakukan pelayanan pada website 

SIPANJIMAS, hanya 3 perzinan saja yang 

diwajibkan untuk membayarkan pajak oleh 

pemerinta untuk perizinan lainnya 

membayar pada masing-masing organisasi 

kesehatan. Hal ini yang membuat website 

SIPANJIMAS belum sampai pada tahap 

adanya transaksi dikarenakan belum 

setengah perizinannya dilakukan dengan 

membayar pajak atau tidak semua 
periznannya melakukan adanya pertukaran 
uang. 

 

2. Kualitas pelayanan public yang 

diberikan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) melalui penerapan Website 

SIPANJIMAS 

Penerapan e-governemnt yang 

dilakukan oleh DPMPTSP melalui 

dibentuknya situs website SIPANJIMAS 

untuk melakukan proses perizinan online. 

Hal ini menjadikan adanya pelayanan 

public dengan memanfaatkan media 

elektronik yang memudahkan masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan yang lebih 

baik. Pada pelayanan public yang baik 

akan memunculkan sebuah kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan adalah 

upaya untuk penenuhan keinginan serta 

kebuthan masyarakat dan ketetapan pada 

saat penyampain untuk menyeimbangkan 

harapan masyarakat (Nasution, 2004) 

Kualitas pelayanan yang baik bukan hanya 

ukur dari pihak penyelenggara saja atau 

bahkan pada penyedia layanan namun 

adanya kualitas pelayanan yang baik ini 

muncul dari respon masyarakat sebagai 

penerima layanan. Dalam hal ini terdapat 

beberapa indikator untuk mengukur 

kualitas pelayanan public berbasis digital 

menurut (Papadomichelaki & Mentzas, 

2012) yaitu efisiensi, reliabilitas, 

kepercayaan, serta dukungan masyarakat. 

 

Efisiensi  

DPMPTSP di dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat telah 

bertransformasi ke arah digital dengan 

memanfaatkan media elektronik melalui 

situs website. Website ini dapat diakses oleh 

semua masyarakat di Kabupaten Banyumas 

di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini 



menjadikan masyarakat lebih mudah untuk 

melakukan proses perizinan. Menurut 

(Papadomichelaki & Mentzas, 2012) 

“efisiensi dapat diartikan sebagai bentuk 

kemudahan menggunakan situs serta 

kualitas informasi yang disediakan”. Hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan peneliti 

pada indikator efisiensi ini terkait 

pelayanan publik yang diberikan oleh 

DPMPTSP melalui website SIPANJIMAS 

untuk melakukan proses perizinan. Pada 

awal terbentuknya website SIPANJIMAS 

ini DPMPTSP melakukan adanya 

sosialisasi kepada masyarakat agar 

masyarakat mengetahui situs website 

terkait perizinan online.Selanjutnya 

terdapat Kemudahan di dalam mencari 

perizinan ini juga dikarenakan pada 

tampilan “cari perizinan” tersusun secara 

rapi dengan dibedakan antara perizinan 

kesehatan dan perizinan lainnya. Jadi, 

tampilan yang diberikan oleh website 

tersebut dikemas dengan  rapi dan jelas 

untuk digunakan oleh masyarakat. Adanya 

website SIPANJIMAS dapat memudahkan 

masyarakat untuk mengurus proses 

perizinan karena sebelumnya mereka harus 

melakukan perizinan secara langsung 

dikantor dan membawa berkas satu persatu 

yang menurutnya kurang efisien.  Hal ini 

menjukan bahwa  penerapan website 

SIPANJIMAS yang dilakukan oleh 

DPMPSTP telah efisien karena dapat 

memudahkan masyarakat didalam 

melakukan proses perizinan. 

 

Reliabilitas  

Indikator mengukur kualitas pelayanan 

public digital dengan cara reliabilitas ini 

dengan melihat kelayakan dari sebuah 

website yang diberikan oleh DPMPTSP 

kepada masyarakat serta kecepatan didalam 

menggunakan website tersebut. Hasil 

penelitian  bahwa didalam melakukan 

proses perizinan masyarakat harus mengisi 

persyaratan pada setiap masing-masing 

perizinan yang akan dilakukan.  

Persyaratan yang diberikan  tidak berbelit-

belit menyusahkan masyarakat. Selain itu 

dalam melakukan proses perizinan pihak 

terkait berpacu pada SOP yang berlaku  

agar periznan terselesaikan dengan tepat 

waktu.. Pada website    terdapat adanya fitur 

downalod untuk perizinan yang telah 

selesai . Fitur downloa ini dapat 

dimanfaatkan  masyarakat selama surat izin 

masih pada masa berlaku.  

Di dalam hal ini, karena sitem dari website 

SIPANJIMAS ini masih terbilang baru, 

terkadang masih terdapat adanya sebuah 

kendala, kendala yang dialami jika terdapat 

kebijakan baru yang dimunculkan oleh 

pemerintah terkait perizinan pada bidang 

kesehatan ini terkadang membuat sistem 

menjadi error. Hal ini membuat masyarakat 

yang ingin melakukan perizinan pada 

bidang kesehatan sangat susah melakukan 

proses perizinan. Selain itu kendala yang 

dialami oleh pengguna website 

SIPANJIMAS ini jika terdapat adanya 

kebijakan terkait kebaharuan syarat 

perizinan yang lebih mudah Namun, 

website SIPANJIMAS di dalam melakukan 

kebaharuan terbilang cukup lama. Hal ini 

membuat masyarakat yang melakuan 

proses perizinan masih tetap harus 

mengikuti syarat-syarat yang lama dan 

terkadang syarat yang lama dapat memakan 

waktu yang cukup lama didalam melakukan 

proses perizinan. 

Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan salah satu hal 

yang paling penting di dalam proses 

keberjalanan pelayanan publik. Pelayanan 

yang baik pastinya memberikan adanya 

jaminan kerahasiaan data-data yang 

diberikan oleh masyarakat kepada 

pemerintah. Menurut (Papadomichelaki & 

Mentzas, 2012) mendefinisikan bahwa 

“kepercayaan merupakan suatu hal untuk 

melihat sejauh mana masyarakat di dalam 

mempercayai sebuah situs itu benar-benar 

aman tanpa adanya gangguan serta dalam 

melindungi berbagai informasi pribadi”. 

Hasil dari penelitian  yang dilakukan oleh 

DPMPTSP dalam  memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat yaitu 

dengan cara  membuat akun website 

SIPANJIMAS menggunakan Nomer Induk 

Kependudukan. Hal ini bertujuan agar 



mengurangi terjadinya hal yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat karena Nomor 

Induk Kependudukan merupakan identitas 

masyarakat yang bersifat tunggal dan tidak 

adanya kesamaan pada satu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya. DPMPTSP 

menginginkan website yang dijalankannya 

dapat bersifat aman selama masyarakat 

sebagai pengguna menggunakan layanan 

publik untuk proses perizinan.Selain itu 

DPMPTSP hanya meminta data yang 

diperlukan oleh pihak terkait didalam 

melakukan proses perizinan.  Selain itu 

DPMPTSP  dan Dinkominfo membatasi 

hak akses terkait data-data masyarakat agar  

tidak terjadi masalah terkait  bocor data atau 

hacker .  

Dalam hal kepercayaan ini bahwa 

DPMPTSP melakukan kinerja yang sangat 

baik untuk melindungi data-data pribadi 

masyarakat sebagai pengguna layanan 

bahkan disaat terjadi masalah terkait 

hilangnya data-data pribadi ini Diskominfo 

sebagai pemegang website SIPANJIMAS 

dapat menyelesaikan secara cepat 

masalahnya sehingga tidak menjadi 

masalah yang berkepanjangan. Kemudian, 

dari pihak masyarakat sangat percaya 

kepada pemerintah di dalam menyimpan 

data pribadinya dan hingga saat ini belum 

pernah terjadi adanya masalah yang secara 

langsung dirasakan oleh masyarakat. 

 

Dukungan Untuk  Masyarakat  

Pelayanan publik berbasis digital 

merupakan pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat didalam 

pemenuhan kebutuhan yang dilakukan 

dengan adanya interaksi dari kedua belah 

pihak secara online. Menurut 

(Papadomichelaki & Mentzas, 2012) 

“dukungan untuk masyarakat terpacu pada 

adanya bantuan yang diberikan oleh pihak 

dinas dari sebuah pelayanan kepada 

masyarakat”. Hasil dari penelitian  yang 

telah dilakukan  bahwa DPMPTSP  

memberikan bantuan  kepada masyarakat 

yang tidak bisa melakukan proses 

pelayanan perizinan secara  online dengan  

memunculkan adanya helpdesk. Helpdesk 

ini digunakan sebagai media penghubung 

antara masyarakat dengan dinas jika 

terdapat adanya suatu kendala dalam proses 

pelayanan publik.Cara kerja dari helpdesk 

jika terdapat adanya masyarakat yang 

mengadukan kendala terkait pelayanan 

website SIPANJIMAS ini biasanya lewat 

telephone maupun whatsapp dan langsung 

mengadukan apa saja kendala yang telah 

dialami setelah itu pegawai meminta nomer 

registrasi pendaftaran pada website dan 

kemudian mengecek apa saja kendalanya. 

Jika masyarakat mengadu lewat WhatsApp 

maka petugas dari helpdesk mengirimkan 

pesan dari masyarakat kepada admin 

website SIPANJIMAS kemudian nanti 

admin memposes terkait kendala yang 

dialami, pada saat melakukan pengaduan 

biasanya masyarakat disuruh untuk 

memberikan vidio terkait hal apa yang 

membuat mereka mengalami kendala agar 

petugas admin website SIPANJIMAS dapat 

membantu menyelesaikan masalah. 

Namun,  banyak dari masyarakat didalam 

melakukan pengaduan tidak diertai foto 

maupun vidio terkait kendala yang dialami 

yang membuat pihak admin website 

mengalami kendala dalam membantu 

menyelesaikan masalah.  

Selain itu,  bantuan dari  DPMPTSP kepada 

masyarakat adalah berupa pendampingan. 

Hal ini dilakukan karena pelayanan terkait 

perizinan online sudah tidak dilakukan 

secara offline melainkan hanya 

memberikan sebuah pendampingan . Hal 

ini disampaikan oleh pegawai DPMPTSP 

yang bertujuan pemerintah ingin membuat 

masyarakat lebih lihai dalam menggunakan 

internet dalam melakukan perizinan. 
 

PENUTUP  

Kesimpulan Berdasarkan hasil dari 

penjelasan terkait penelitian yang telah 

dilakukan terkait penerapan  website  

SIPANJIMAS oleh DPMPTSP untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

dapat dikatakan bahwa penerapan yang 

dilakukan oleh DPMPTSP baru pada tahap 

interaksi belum sampai pada tahap 

transaksi. Hal ini dikarenakan bahwa hanya 



3 perizinan dari 31 yang melakukan adanya 

pembayaran pada bank Jateng. Dari hasil 

ini belum bisa  dikatakan tahap transaksi. 

Kemudian diliat dari kualitas pelayanan 

publik digital yang telah diberikan   sudah 

dapat dikatakan baik dikarenakan  adanya 

websiite  SIPANJIMAS dapat membantu 

masyarakat didalam melakukan perizinan 

online  dengan lebih mudah dan cepat. 

 

Saran  

Berkaitan dengan hasil dan 

pembahasan penelitian ini, penulis 

memberikan saran kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan  

pelayanan perizinan online melalui website 

SIPANJIMAS ini yaitu  untuk terus 

mengikuti perkembangan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah agar jika 

terdapat sebuah kebijakan baru terkait 

persyaratan perizinan khususnya pada 

bidang kesehatan dapat diperbaharui 

dengan cepat sehingga tidak membuat 

masyarakat pengguna website mengalami 

kendala yang membuat waktu di dalam 

melakukan pelayanan menjadi terganggu. 

Selain itu DPMPTSP diharapkan 

memperbaiki terkait manual book yang 

telah dibuat dikarenakan manual book saat 

ini yang tersedia untuk membantu 

masyarakat melakukan proses perizinan 

hingga akhir memiliki bahasa yang kurang 

jelas dan susah untuk dipahami oleh 

masyarakat sehingga membuat masyarakat 

yang tidak paham harus melakukan 

perizinan dengan mengunjungi kantor. 
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